GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/254/B.02/HK /2019

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 03 TAHUN 2011

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan :

TENTANG PAJAK DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi
sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu

menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pringsewu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat | Lampung;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan

Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 973/11336/SJ Tanggal 19
Desember 2018 Hal Penvampaian Hasil Konsultasi Atas
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pajak
Daerah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK DAERAH.

Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pringsewu tentang Pajak Daerah, sebagaimana tercantum pada
Lampiran Keputusan ini vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Bupati Pringsewu bersama DPRD Kabupaten Pringsewu segera
melakukan penvempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan
Peraturan  Daerah  tersebut Dberdasarkan hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah
disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan
Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,
setelah mendapatkan Nomor Register dart Gubernur.

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7
(tujuh) hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinva.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal -~ = v L

GUBERNUR LAMPUNG,

M. KIDHO MCARDO

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu.
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HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

[ No Materl Raperda

Rumusan Raperda

2

1 Kop

2 Konsideran Menimbang

3 Diktum Mengingat

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
memberikan kepastian hukum dan keadilan, mencnptakan snstem
perpajakan yang Ieblh sederhana serta FGRE

Lu%d@a:ﬁaea% perlu d||akukan perubahan terhadap Peraturan
Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah sebagairana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4932);

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,

memberikan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem
perpajakan yang lebih sederhana serta dalam rangka
meningkatkan pendapatan asli daerah perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, periu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994  Nomor
62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569)

Keterangan }

Kop Raperda tambahkan lambang :
burung Garuda. sesuai UU 12 Tahun |
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Konsideran
disempurnakan.
perubahan Perda

menimbang
Memuat  alasan
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Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang 48 Tahun
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor
185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4932):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagamana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
3258), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5772);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
3339);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4049),
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_18.Peraturan Daerah ... .
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10.Peraturan Pemerintan Nomor 136
Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan
secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4050);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31 Tambahan
Lembaran Negara Republk indonesia Nomor 4488)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 (Lembaran Negara

[pTaYala ey
Tahun 2000 tentang Tata

Negara

agar hukum  terkait

- ampankan gasar

| pembentukan Perda Pajak Daerah,

[ dan Perafuran Daerah  yang
berhubungan dengan Perda Pajak

( Daerah

' - Urutan  pengetikan

| dengan hirarki

Perundang-undangan

sesualkan
Peraturan

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan |
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6119);
12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6161);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5950);

15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 6041);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeinlaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang
Badan atau Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

s
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Batang Tubuh
Pasal 1

Pajak Hiburan

4
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Pasal i
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor
03 Tahupn 2011 tentang Pajak Daerah {kembaran—Daerah—Kabupaten
Pringsewd—Tahun—2044—Neme—03) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2013 {-embaran
Baerah—kabupaten—Rringsewu—Tahup—2013-Nomer—14) diubah sebagai
berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4—Dewan-Perwakilon-Rakyat-Daerah-yang-selanjutnya-disingkat BRRD
adaloh-Dewan-Rerwakilan-Rakyat Daerah-Kabupaten-Pringsewy-
5—Pejabat—adalah—pegawali—yang—diberi—tugas—enenty—di—bidang

perpajakan-daerab-sesuakdengan-peraturan-perundang-undangan:

6. Dst..
22.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak
bersifat sementara.
Pajak Hiburan
Pasal 14
(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas

penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran.
(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan
dengan dipunguit bayaran.

asal | - Pagal 1, 24522
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 | disempurnakan sesuai pasal 1 UU
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan . Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2013 diubah ‘

sebagai berikut: ‘;

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut: '

Pasal 1

Dalam Peraturan Dagrah ini yang dimaksud dengan: |
1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang}

berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri |

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistemn Negara Kesatuan |
Republik Indonesia. ﬂ

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan |

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah .

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi |

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik |

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar‘

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ;

Bupati adalah Bupati Pringsewu. i

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD |

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukanl

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu du |
bidang perpajakan daerah sesual dengan peraturan perundang- (
undangan.

6. Dst..

22 Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat ‘
sementara. ;

|
|

angka 1,

MW

2. Kstentuan Pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
Pajak Hiburan \ disempurnakan, sesuai pasal 42

Pasal 14 UU Nomor 28 Tahun 2009 dan

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas } putusan MK Nomor  52/PU-
penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. ; 1X/2011 golf dan bowling bukan

(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan = merupakan objek pajak hiburan

dengan dlpungut bayaran }

. Pasal 14 ayat (3) huruf g dan k




2

Hiburan

3

Tarif dan Objek Pajak

{3y Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. tontonan film;

b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

¢. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

d. pameran;

e. diskotik, karaocke, klab malam, dan sejenisnya;

f. sirkus, akrobat, dan sulap;

g. permainan bilyar-golf-dan-beling;

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;

i, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness
center); dan

i pertandingan olahraga

HW@@%#W%&%@%W&%@%W

Hiburan akyat don wista auwelor arkholam fnang

Pasal 17

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

a. kesenian rakyatitradisional, pameran, pertandingan olahraga, taman
hiburan-rakyat sebesar 5% (lima persen) dari harga tiket;

b. pagelaran musik/tari, kendaraan bermotor, pacuan kuda, pagelaran
busana, kontes kecantikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari
pembayaran/harga tiket;

¢. permainan ketangkasan, bilyard, mandi uap/spa. refleksi, golf~bowhing.
diskotik, karaoke, klab malam, tontonan film, pertunjukan
sirkus/akrobat/sulap, panti pijat dan pusat kebugaran sebesar 35% (tiga
puluh lima persen) dari harga tiket atau pembayaran.

Pasal 41

(1) Dasar pengenaan Fajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan memperiimbangkan
sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

jenis sumber air;

fokasi sumber air;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

kualitas air;

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan

dan/atau pemanfaatan air.

™0 20 o

4.

Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

tontonan film;

pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

pameran;

diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;

sirkus, akrobat, dan sutap;

permainan bilyar;

pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness
center); dan

i pertandingan olahraga.

TFe o a0 os e

Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

a. pagelaran kesenian rakyat/tradisional, pameran, pertandingan olahraga,
sebesar 5% (lima persen) dari harga tiket;

b. pagelaran musik/tari, kendaraan bermotor, pacuan kuda, pagelaran
busana, kontes kecantkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari
pembayaran/harga tiket;

c. permainan ketangkasan, bilyard, mandi uap/spa, refleksi, diskotik,
karaoke, klab malam, tontonan film, pertunjukan sirkus/akrobat/sulap,
panti pijat dan pusat kebugaran sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
dari harga tiket atau pembayaran.

Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga pasal 41 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 41
(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan

sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

jenis sumber air;

tokasi sumber air;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
kualitas air;

~eo0ow

. Ganjatau pemanfaatanar.

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan

- Pasal 17 huruf ¢ disempurnakan,
sesuai pasal 41 UU Nomor 28
Tahun 2009 dan putusan MK
Nomor 52/PU-1X/2011 golf dan
bowling bukan merupakan objek
pajak hiburan

- Taman Hiburan Rakyat bukan
merupakan objek pajak hiburan

Pasal 41 disempurnakan sesuai |
ketentuan psal 31 ayat (6) dan (7)

PP 55 Tahun 2016 dan pasal 14

UU Nomor 23 Tahun 2014




Dasar pengenaan

BPHTB

Pasal 58

(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
adafah Nilai Perolehan Objek Pajak.

(2) Nilai Perolehan Objek Pajsk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dalam hai:

a. jual beli adalah harga transaksi;

tukar menukar adalah nilai pasar;

hibah adatah nilai pasar;

hibah wasiat adalah nilai pasar:

waris adalah nilai pasar;

pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai

pasar;

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar:

peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai

kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;

i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan

hak adalah nilai pasar;
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai
pasar;
penggabungan usaha adalah nilai pasar;
peleburan usaha adalah nilai pasar;
. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang
tercantum dalam risalah letang.

(3} Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf @ sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah
daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang
dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

~®ao o
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(3) Besarannya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman
pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga pasal 58 berbunyi sebagai berikut: |
Pasai 58 |
(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ‘
adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. 1
(2) Nilar Peroiehan Cbjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {1 }
dalam hat:
jual beli adalah harga transaksi; |
tukar menukar adalah nilai pasar;
hibah adalah nilai pasar; 5
hibah wasiat adalah nilai pasar; ‘
waris adalah nilai pasar;
pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah
nilai pasar;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; “
peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang (
mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan }
hak adatah nilai pasar; ‘
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai |
pasar;
penggabungan usaha adalah nilai pasar; \
peleburan usaha adalah nilai pasar; ;
. pemekaran usaha adaiah nilai pasar; g
|

Se@ mpanoowe

—

hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang
tercantum dalam risalah lelang.

(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat /
(2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah ‘
daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan |
Bangunan pada tahun terjadinya perolehan. dasar pengenaan yang |
dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

=3

Pasal 58 ayat (4),(5), dan (6)

| dihilangkan karena tidan diatur dalam
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8 Pendaftaran/Pendataan

(1)
2)

(3)

(4)

Daerah:

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan
sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib
Pajak.

Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima
orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah
dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suamifistri, Milai Perolehan
Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah).

Pasal 67
Setiap Wajib Pajak harus mengisi dokumen pendaftaran/pendataan.
Dokumen pendaftaran/pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus diisi dengan benar, jelas dan iengkap serta ditandatangani
oleh Wajih Pajak atau kuasanya.
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis:
a. Pajak Air Tanah;
b. Pajak Reklame; dan
¢. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bupati
sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

(B)—Dihapus:

Waijib Pajak.

bjek Paja

—

k Tidak Kena Pajak ditetapkan

N1 dan

enam puluh juta rupiah) untuk setiap

Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang
diterima orang pribadi yang masih dalam bubungan keluarga
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu
derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk
suamifistri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

(4)
(5)

(6)

Pasal 67

Setiap Wajib Pajak harus mengisi dokumen pendaftaran/pendataan.
Dokumen pendaftaran/pendataan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta :

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis:
a Pajak Air Tanah;

b. Pajak Reklame; dan
¢. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke

Bupati sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

Bentuk,

isi, dan

tata cara p

engisian

dan penyampaian

SKPD/dokumen pendataan diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Bupati
Bupati

Bupati.

dapat

mendelegasikan

kewenangan

penerbitan |
SKPD,SKPDKB, SKPDKT. SKPDN, SKPDLB, dengan Keputusan

Pasal 67 ayat 5 diubah memuat
pendelegasian kewenangan
penerbitan dokumen pejak daerah
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Penjelasan

Nomor Register Perda

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ...
NOMOR ...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ...
NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG NOMOR = / ../
..12018

8

U I

Tambahkan Penjelasan atas )
| Peraturan Daerah sesuai lampiran il |

“ huraf E 174 UU Nomor 12 Tahun
201

Seetelah Lembaran Daerah (
tambahkan Penomnoran register '

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FI6ARDO





